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TENTANG

TATA CARA PEMBUKAA DAN PENUTU
p
PADA SATUAN KERJA PERANGKA

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a periy

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembuka
‘ | an |dan Penut
Rekening Kas pada Satuan Kerja Perangkat|Dagrah. , —

Kabupsgten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat |l Tanjung Jabung (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755):

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republjk Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi| dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
81, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 3969)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara { Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4286 )

0
?

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
r 4844);
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5. Undang............. 2




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA C

Palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

2.
3.
4.

lanun 4£UU4 NOmor 140 tampanan Le

4438);

8. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011

Perundang-undangan (Lembaran Negar.

i ?ndang—Undang Nomor 15 Tahun 2
anggungjawab Keuangan Negara (Lemb
2004 Nomor 66 Tambahan Lembarans N

Lembaran Negara Re

Hgilan 1y
Cyaia NGpuunn HavnGoia 1o

tentang  Pembentukan Peraturan

Republik Indonesia Taf
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5??41)-? i

+

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

aran Negara Republik Indonesia Tahun
ara Republik Indonesia| Nomor 4400):

8. Peraturan Pemerintat Nomor 58 Tahun 2005 ten

tang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Njgara Republik Inddnesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan

1ubﬁk Indonesia Nomor 4578)

L

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 T
i un 2007 tentang Pengel
Negara/Daerah (Lemilaran Negara Republik Indonesia Tghun zﬁ?iaﬁgmgagg

Tambahan Lembaran

egara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Menteri Délam Negeri
egeri Nomor 13 Tahun 2006 fentang Ped
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana felah beberapa kali diu%ah de?:g:g

Peraturan Menter! Dalam Negeri
m Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pe
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun zoog tenrt!i?\zhilfggg

Pengelolaan Keuangan Deerah (Berita
Nomor 310);

egara Republik Indonesia Tahun 2012

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor|53 Tahun 2007 tentang Pengawasan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

rah;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pakok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab

MEMUTUSKAN :

paten Bungo Tahun 2007 Nomor 120);

RA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

REKENING KAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN BUNGO.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Bungo.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sek

Kabupaten Bungo.

Bupati adalah Bupati Bungo.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingk

agai unsur penyelenggaraan Pemerintah

SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang fterdiri dari Badan, Diqas,
Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretarial Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD ada

sebagai bendahara umum daerah. |
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemeg}ng kewenangan p

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat jang diberi kuasa
pengguna anggaran dalam melaksanakan sibaglan tugas dan

l

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di%i'mpinnya.

ah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
snggunaan anggaran untuk melaksanakan

tuk melaksanakan sebagian kewenangan
ngsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Bendahara........ 3

N~




@)
3
4

(5)

(1)

2

abkan uang un

C/abat fungsiona :
ungj ' yang dity
Daerah paq

an Belanj
e{apjutnya disingk

a Satyan

ing tempat penyimpenan uang

njuk Menerima, mepy;
" Wimpan, mempg ark
k keperlyan belanja daerah dajam fang?(g'

Kerja Perangkat Daerah
tAPBQ adalah rencana keuangan tahunap,
Pemerintah daerah gapn Dewan Perwakilgn

pn'nsip syariah yang dajam kegiatannya my. erilen g da!amsgcara konvensiona) dan/atay berdasarkan

lu lintas pembayaran.

‘ daerah yan ditetapkan oleh
digunakan yntuk membayar sefyruh

uang yang isediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan

Guna menampung uang pendapatan daerah alam rangka pelagsanaan APBD pada SKPD, bendahara

penerimaan pada SKPD dapat membuka rek ning penerimaan

Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan
kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

Untuk menampung uang
SKPD membuka rekenin

Bendahara pengeluaran SKPD melampirkan
penutupan buku kas umum setiap akhir bulan
Umum Daerah pada setiap akhir tahun.

Penutupan rekening penerimaan

organisasi perangkat daerah atau adanya kebij
dan Pemerintah Daerah,

PROSEDURLPEMBUKAAN
REKENING PE

Pasal 3

Untuk membuka rekening penerimaan pada B
mengajukan usulan pembukaan rekening peneri

telah ditetapkan dan melampirkan persyaratan s agai berikut :

a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Peng
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan

b. Contoh specimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
pada SKPD.

|

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan upati ini.

pengeluaran belanja, SKPD diberika

ERIMAAN SKPD

nik Umum yang d
aan SKPD kep.

ada Bank Umum yang ditetapkan oleh

uang persediaan sebagai uang muka

persediaan sebagaimana dimaksud padq ayat (2), bendahara pengeluaran pada
9 pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

ekening koran sebagai bahan kelengkapan administrasi

5a uang persediaan ke Rekening Kas

dilaksanakan apabila terjadi penataan
| Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi

fetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD
BUD, menggunakan formulir yang

una Anggaran, K(;?sa Pengguna Anggaran, Bendahara
ndahara Pengelu

an Pembantu:

Anggaran dan Bendahara Penerimaan

Formulir sebagaimana dimaksug pada ayat (1)E$sebagaih’1ana tercantum dalam lampiran sebagai




LR G .

Penerimaan §R130 175

g

b' Atas dasar -
usulan sepagai ) '
SKPD yang teigh o agaimana dimak
ah ditetapka Sud pada huryf 5
C. Apabilg PKan oleh Bupat,; i BUD

mengecek daft ) .
S ar rekenir . 3
Pent?rimaa:,( Tnikgaggf)mengajukan usulan NG penerimaan milik
’ menyampaik
d. Apabila Sip LS
D ‘
Penerimaan, m yang Mengajukan usulan

Pembuéaan rekeni
" | g penerimaan iliki
penolakan untuk embukaan rekenin;e’;gd i ekening

erimaan SKPD:

; nerima rekening dari
dilaporkan kepada BUD yniyk d’;}gtga" Sank Umum yang

9 BUD menyampaikan usulan K Pkan dengan Keputusan Bupat an oleh Bupati, rekening dimaksug
kepad - Sulan konsep Keputusan Buwsti fan
Pada Bupati untuk diproses lehih lanjut spesu iketgxg;:}-tentang Penetapan Rekening Penerimaan SKPD

telah d etapk

BAB I

| PROSEDUR PEMBUKAAN
REKENING P NGELUARAN SKPD

asal 5 |

Untuk membuka rekening pengeluaran pada Bank Umu

- m yang ditetapkan oleh Bupati
aiukan u . upati, Kepala SKPD
Snﬁ)nagg a{i berikufl:‘!an pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan melampirkan gersyaratan

a.| Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggarah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Panarimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu:

b. COﬂF%T spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angl;garan, dan Bendahara Pengeluaran pada

Pasi‘il 6

Prosedur pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

a.| Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan | usulan kepada BUD untuk membuka
rekening pengeluaran SKPD;

b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD |mengecek daftar rekening pengeluaran
milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;

c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan p mbukaan rekenin pengeluarah telah memiliki rekening
| pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPL;

d! Apabila SKPD yang mengajukan usulan pe bukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening
pengeluaran, maka BUD menyampaikan sur t perse}ujuan pembukaan rekening sebagai dasar un_tuk
melakukan pembukaan rekening pengeluaran KPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati,

e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana imaksud pada huryf d, SKPD membuka rekening pada Bank
Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesu i ketenu{an yang berlaku;

il  Setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah itetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud
dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupaﬁ tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD
kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan;
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. BABWV

PROSEDUR PENUTUPAN
REKENING PENERIMAAN SKPD DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 7

Penutupan rekening penerimaan SKPD dan rekening pengeluaran SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. |

Pasal 8
Prosedur penutupan rekening sebagaimana d?maksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :
a. BUD memerintahkan Bank Umum yang ditétapkan oleh Bupati untuk :

1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening berkenaan ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam

hal masih terdapat sisa dana pada re ening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup
rekening dimaksud;

2. menutup rekening penerimaan atay rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak
terdapat sisa dana pada rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD.

b. setelah menerima pemberitahuan mengen;i penutupan re%ening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh

Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan

dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan;

BABV
K%TENTUAN PENUTUP
. Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. |

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 -~ 12-2012
[SExDg EB BUNG |
} BUPATI BUNGO| /

DS HRIDWAN, 15 )

]
H SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
H. RIDWAN IS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 3|




